
SALINAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 100.3.3.3/329/436.1.2/2024 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA KETERLAMBATAN 
PELAPORAN KELAHIRAN KEPADA MASYARAKAT KOTA SURABAYA 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tata 
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 
Walikota dapat memberikan pengurangan atau 
penghapusan terhadap sanksi administratif dengan 
Keputusan Wali Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif 
Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Kepada 
Masyarakat kota Surabaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5601); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6354); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6322); 

 

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 



 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
186); 

 
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 
184); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 3). 

 
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6);



17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2023 Nomor 133).

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF DENDA KETERLAMBATAN PELAPORAN 
KELAHIRAN KEPADA MASYARAKAT KOTA SURABAYA. 

KESATU : Menetapkan Penghapusan Sanksi Administratif Denda 
Keterlambatan Pelaporan Kelahiran kepada Masyarakat kota 
Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 
ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

KEDUA : Penghapusan sanksi administratif berupa denda 
keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan 
terhadap peristiwa: 

a. Kelahiran;

b. Kelahiran WNI di luar negeri; dan/atau

c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini 
kepada Wali Kota. 

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2025 sampai dengan 30 Juni 2025. 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2024 

WALI KOTA SURABAYA, 

ttd 

 ERI CAHYADI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004
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